
 

 

    

BERITA  DAERAH 

KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ) 

Nomor : 18                                                                     Tahun : 2015                       

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL 

NOMOR 18 TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  

NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG BAGIAN DARI HASIL PAJAK  

DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GUNUNGKIDUL, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan bagian dari 

hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa perlu 

perubahan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 

Tahun 2014; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian 

dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 444, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 



 

 

sebagaimana telah diubah terakhir  dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 

1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 

Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 59); 

  5. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 

  6. Peraturan Menteri Dalam Nomor 113 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 3024 Nomor 2093); 

  7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 

2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul 

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 

2010 Nomor 07 Seri E); 

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2013 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 10); 

9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Bagian Dari Hasil Pajak Retribusi Daerah 

Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul 

Tahun 2014 Nomor 23); 

MEMUTUSKAN : 

 

 



 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 23 TAHUN 

2014 TENTANG BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN 

RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa diubah 

sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. 

3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul. 

4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di 

wilayah Kecamatan. 

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

8. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh 

Penduduk Desa yang bersangkutan. 

9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan 

fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk 

Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 

demokratis. 

 

 

 



 

 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBD 

Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. 

 

2. Ketentuan Pasal 7 ditambah 2 (dua) ayat yaitu (3) dan ayat (4), sehingga 

Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 7 

(1) Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa 

disalurkan melalui transer dari Rekening Kas Daerh ke Rekening Kas 

Desa. 

(2) Pencairan dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) tahap. 

(3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) adalah pencairan dana bagian dari 

hasil retribusi daerah kepada desa yang diberikan tugas oleh pemerintah 

daerah untuk pelaksanaan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan 

olah raga. 

(4) Pencairan dana bagian dari hasil retribusi daerah kepada desa yang 

diberikan tugas oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dilakukan 12 (dua belas) tahap. 

 

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 8 

(1) Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa 

dipergunakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dalam 

kelompok belanja pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, 

dan pemberdayaan masyarakat desa. 

(2) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat bersifat fisik maupun non fisik. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

 

 

 



 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Gunungkidul. 

 

 Ditetapkan di Wonosari 

pada tanggal 6 Mei 2015  

BUPATI GUNUNGKIDUL, 

ttd 

BADINGAH 

Diundangkan di Wonosari 

pada tanggal 6 Mei 2015 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN GUNUNGKIDUL, 

ttd 

BUDI MARTONO 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 18 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

    SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

  KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
HERY SUKASWADI, SH. MH. 

NIP. 19650312 198903 1 009 

 


